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Abstrak
Efektivitas hukum dalam praktik dapat dilihat dari sejauh mana suatu aturan
hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam
mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku.
Efektivitas hukum berkaitan erat dengan keberhasilan penerapan sanksi
sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan
hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau
sosiologis (field research), yang berfokus pada data primer yang diperoleh
langsung dari masyarakat melalui observasi dan wawancara.Berdasarkan
hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, diketahui
bahwa diversi pada umumnya telah dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan
cukup banyak kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut.
Namun demikian, masih terdapat beberapa kasus yang gagal didiversi akibat
tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Secara keseluruhan, diversi
dapat dinilai sebagai salah satu cara yang efektif dalam penyelesaian perkara
anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas
serta pemberian efek jera guna menekan angka tindak pidana yang dilakukan
oleh anak. Selain itu, faktor-faktor lain seperti peran orang tua, lingkungan
sosial, serta penanaman nilai keimanan juga perlu diperkuat agar anak
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mampu menghindari perilaku menyimpang.
Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

The effectiveness of law in legal action or reality can be known if someone states that
a legal rule has succeeded or failed to achieve its objectives, then it is usually known
whether its influence has succeeded in regulating certain attitudes or behaviors so that
they are in accordance with its objectives or not. The effectiveness of law means that
the effectiveness of law will be highlighted from the objectives to be achieved, namely
the effectiveness of law. One of the efforts that is usually made so that society complies
with legal rules is to include its sanctions. The research method used in this thesis
research is empirical legal research. This empirical legal research is also often referred
to as sociological legal research or field research, which starts from primary data,
namely data obtained directly from the community as the first source through field
research activities. Primary data is obtained through observation and interview
activities. Based on the results of research on the effectiveness of implementing
diversion for children who commit crimes in the juvenile criminal justice system, it
can be implemented well, even quite a few cases have been successfully diverted,
although there are still cases that fail to be diverted because both parties do not agree,
so it can be said that diversion has failed, but it can be concluded that diversion is one
of the effective ways that can be done in resolving children's cases. It is recommended
that law enforcement efforts for children's cases be more assertive and provide a
deterrent effect so that it can reduce crimes committed by children, and several factors
must also be given more attention, both from parents, the child's social environment,
and a strong faith must be instilled in children so that children can protect themselves
from the desire to commit crimes that should not be committed by adults or even the
children themselves.

Keyword: Effectiveness, Implementation, Diversion, Juvenile Criminal Justice.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai titipan
yang diberikan orangtua, selain anak merupakan generasi penerus bangsa,

yang akan bertanggungjawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan
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datang,! anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak
berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia, menikmati setiap tahapan
perkembangan dalam hidupnya baik dari aspek fisik, aspek mental dan aspek
sosial serta perlindungan yang didapatkan anak dari orangtua, lingkungan
disekitar dan perlindungan hukum.?

Untuk mengetahui bagaimana sebuah peraturan itu efektif atau tidak
maka diperlukannya suatu penelitian yang dapat membuktikan atau
setidaknya juga dapat memperjelas sejauh mana tingkat efektifitas sebuah
peraturan untuk dilaksanakan dan diterapkan. Selama ini peraturan yang
mengatur tentang penyelesaian perkara anak sudah banyak dibuat baik itu
dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penjelasan umum dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian
menimbang pada huruf d agar setiap anakkelak mampu memikul tanggung
jawab sebagai anak tanpa ada diskriminasi.

Seiring perkembangan jaman kemajuan teknologi dan pengaruh
globalisasi, anak jaman sekarang mudah terpengaruh akan hal baru yang
dianggap menarik dan menantang adrenalin, walaupun hal baru dan menarik
itu tidak semuanya baik danbahkan bisa cenderung mengarah ke hal yang
negatif bahkan sampai ke arah perbuatan melawan hukum. Anak-anak yang
sudah terlanjur melakukan perbuatan melawan hukum pun harus
berhadapan dengan hukum, namun karena memikirkanmasa depannya juga
perkembangan psikisnya dimasa yang akan datang, untuk itu maka sebuah
kewajiban bagi suatu negara mengatur secara khusus setiap perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

1 Lysa Anggaryni, Hukum & Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 127.
2 Makarao M.T., dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1.
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Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara umum
yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang masih dibawah umur
tertentu dan belum dewasa dan belum kawin. Setiap anak normalnya adalah
orang yang masih dalam pertumbuhan dan belum matang baik secara fisik,
mental, psikis dan sosial. Anak bukanlah miniatur orang dewasa dan karena
itulah penanganannya juga harus berbeda. Karena perkembangan anak
sangatlah rentan terganggu oleh internal maupun eksternal. Oleh karena itu
diperlukan jaminan terhadap tumbuh kembang anak dengan adanya
perlindungan-perlindungan terhadap anak. Sebagaimana telah dijelaskan di
dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945
yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan
diskriminasi”

Anak adalah aset Negara, karena itulah ketika anak melakukan
kenakalan kita harus tetap memberikan hukuman tanpa harus merusak
tumbuh kembang anakitu sendiri. Terjadinya tindak pidana anak di bawah
umur yang di lakukan oleh anak di bawah umur salah satu penyebab
terbesarnya yaitu kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kemajuan
teknologi ini justru sering di salah gunakan oleh anak dibawah umur. Bisa juga
dikarenakan lingkungan maupun keluarga, karena pada hakikatnya anak itu
butuh  perhatian dan dengan mereka melakukan kenakalan mereka
mengharapkan sebuah perhatian dari orang terdekat sianak. Romli
Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang motivasi intrinsik dan
ekstrinsik dari kenakalan anak, dimana motivasi intrinsik ini terdapat
beberapa faktor yaitu faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan

faktor kedudukan anak dalam keluarga. Ada juga motivasi ekstrinsik yang
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terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan
sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor mass media.3

Dari kenakalan tersebut anak bisa sampai terjerumus ke lubang yang
menyesatkan sehingga anak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga
membawa anak untuk berhadapan dengan hukum. Apabila seorang anak
melakukan perbuatan melawan hukum dan sampai berhadapan dengan
hukum maka anak tersebut harus mendapatkan pembinaan dan diberikan
perlindungan. Karena untukmelindungi psikis atau mental dari si anak untuk
menghadapi masa depannya yang masih panjang. Batas usia anak
memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut
sebagai seorang anak. Pengelompokan usia maksimal sebagai wujud
kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status
menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat
bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan
tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.*

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang
untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia
anak adalahpengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak
dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia
dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab
secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum
yang dilakukan anak itu. Batasusia anak dalam pengertian hukum pidana

dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam

3 Melani Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: refika Aditama, 2013) h.16

4 Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,
(Jakarta: Grasindo, 2000) h. 24
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Undang-Undang Pengadilan Anak pada Pasal 1 angka 1lsebagai berikut:
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mecapaiumur 8
tahun tetapi belum mecapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja
dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang
sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan
pengertian anak semakinrasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab
anak merupakan suatu anugrahdari Tuhan yang berharga dan tidak dapat
dinilai dengan nominal.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan
terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan
maupun perangkathukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu
ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan
secara khusus.®> Anak yangmelakukan tindak pidana harus diperlakukan
secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana secara
khusus, sanksi yang diberikan kepada anakharus sesuai dengan prinsip
kepentingan terbaik anak. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-
Undang SPPA menjadi jalan keluar untuk penanganan anak berkonflik
dengan hukum secara lebih baik. Didalam UndangUndang tersebut mengatur
tentang Diversi. Anak bukan untuk dihukum atau dipenjara melainkan anak
harus dipulihkan kembali agar tidak terpuruk dan trauma atas perbuatannya
yang harus dihadapkan dengan hukum dan proses peradilan atau proses

formal.

5 Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri,Hukum Perlindungan Anakdan
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). h. 1
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Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan

atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan
pidana.® Restorative Justice adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang
terjadi dilakukandengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-
sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara .”
Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukan
mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar
pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang
menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu
kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu
sama lain. Dan Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana
adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga
hukum. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono
Reksodiputro adalah  mencegah masyarakat menjadi objek/korban.,
menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.?

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak adalah solusi dari anak yang melakukan tindak pidana.
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk
Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan

hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah

¢ Melani Wagiati Soetedjo, op.Cit, h. 43.
7 R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h.
22
8 Ibid h. 180
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menjalani pidana harus dilaksanakan sebagi suatu sistemdengan mengikuti
menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor1l Tahun
2012.

Dilatar belakangi karena banyaknya faktor yang menjadi sebab anak
melakukan kejahatan sehingga harus berhadapan dengan hukum dan adanya
pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya dalam hal
diversi,juga karena syarat dari dapat dilakukannya diversi itu adalah pidana
dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana
(residivis), maka disini penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum
Polres Bireuen, Kejaksaan Negeri Bireuen, dan Pengadilan Negeri Bireuen
tolak ukur yang digunakanyaitu dengan syarat diversi yang terdapat pada
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

Penulisan tesis ini merujuk kepada kasus yang terjadi di Kabupaten
Bireuen. Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi
Aceh, terdiri dari 17 Kecamatan ternyata juga tidak terlepas dari persoalan
anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai jenisnya, Terdapat
angka yang cukup banyak yang melibatkan anak sebagai terdakwa, antara
lain pada perkara pencurian, kecelakaan lalu lintas, narkotika, dan
sebagainya.

Anak yang berkonflik dengan hukum kebanyakan dijatuhkan putusan
pidana penjara yang tentu saja bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana dirumuskan bahwa terhadap anak
yang melakukan kejahatan, penjatuhan pidana berupa perampasan
kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir. Sedangkan masih dapat
dilakukan upaya-upaya lain yang dapat meminimalisir hal tersebut terjadi,
seperti dengan adanya pengupayaan Diversi guna untuk mencapai

perdamaian kedua belah pihak pada kasus yang melibatkan anak. Menarik
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untuk diteliti lebih lanjut mengenai perspektif hakim di Pengadilan Negeri
Bireuen untuk didapat sebuah hasil yang dapat digunakan bagi para hakim
anak di daerah lainnya juga. Hal ini menjadi suatu masalah yang menarik
untuk dikaji. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan kajian mendalam
tentang “Efektifitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2025 ( Studi

Penelitian Di Kabupaten Bireuen).”

B. Metode Penelitian
Metode Penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana

yangakan diterapkan dalam penelitian.® Metode penelitian bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan
dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut,
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah
yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.l® Kegiatan penelitian juga merupakan
sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil yang akan dicapai dan
bermanfaat bagi kehidupan manusia dimulai dari kegiatan penelitian bahkan
menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah.
Pengetahuan dan teknologi diperoleh saat ini dipastikan melalui kegiatan
penelitian termasuk ilmu hukum di dalamnya.!!

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah!?2. Analisis data kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih

9 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Buku Panduan Akademik, (Lhokseumawe:
Unimal Press, 2016) h. 106.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2006) h.2.
1ITMuhammad Muhdar, “Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasan
Penulisan Hukum”, (Balikpapan; Universitas Balikpapan, 2010) h. 2.
12 Farida Metode http:/ /repository.radenintan.ac,id 2017, h. 2
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menekankan makna daripada generalisasi yang diamati, dikaji dan dibahas
dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan meneliti pelaksanaan penerapan
diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan
pidana anak di kabupaten Bireuen.

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah
pendekatan kasus dan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dengan
pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada
kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi,'® dalam hal ini kasus
yang ditelaah adalah pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang
melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini
bersifat preskriptif, dimana penelitian preskriptif adalah penelitian yang
bertujuan terhadap suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang
menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

penyebaran suatu gejala dan hubungan tertentu.?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan Diversi Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri
Bireuen

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Sudarto: “Penegakan

hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutpaut dengan tindakan-

13 Soerjono Soekanto, Ibid, h. 32.
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tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan,
akan tetapijuga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Penegakan
hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan aturan hukum oleh
lembaga berwenang untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan
dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, seperti
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.4

Penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh sistem hukum
yang adil, independensi peradilan, serta partisipasi masyarakat dalam
mengawasi dan menaati hukum. Penegakan hukum pidana dapat diartikan
sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional,
memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi
kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan
kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana,
yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.’> Apabila sarana pidana
dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik
hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.1¢

Dalam penegakan hukum juga tidak hanya mengatur kejahatan-
kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga mengatur
tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan
individu yang masih dalam proses belajar, pencarian, jati diri, keseluruhan

aktivitasnya menuju proses pendewasaan. Dengan peran anak yang penting

14 Ibid., h. 42.

15 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung, 2002) h. 109.
16 Ibid., h. 53.
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ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara
menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.’” Dalam keadaan normal peran orangtua serta lingkungan
sekitar sangatlah mempengaruhi proses seorang anak menjadi manusia
seutuhnya. Oleh karena itu, para orangtua serta lingkungan selalu berupaya
agar anak tidak terjerumus menjadi korban kejahatan, maupun anak
terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan
tidak terpuji lainnya.!8

Anak juga merupakan korban dari lingkungan buruk sehingga dapat
dipengaruhi oleh Pelaku Dewasa untuk melakukan kejahatan, yang tidak
seharusnya ia mengetahui melakukan kejahatan menjadi ia terpengaruh
untuk melakukan kejahatan, sebagaimana telah dilakukan penelitian secara
wawancara dengan Bapak M. Muchsin Alfahrasi Nur Selaku Hakim
Pengadilan Negeri Bireuen mengatakan bahwa, “Anak dalam melakukan
kejahatan berbeda dengan orang dewasa, dimana Anak melakukan
kejahatan/kenakalannya dimulai ketika ada kesempatan baru muncul niat
melakukan kejahatan, dibanding pelaku dewasa yang timbul niat kejahatan
terlebih dahulu kemudian mencari kesempatan untuk melakukan
kejahatan”.1?

Tindak pidana yang dilakukan anak bukan didasarkan kepada motif
yang jahat (evil will/evil mind). Akan tetapi dipengaruhi oleh lingkungan yang

17 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Rapat Paripurna ke-5 Sidang
Tahunan MPR Tahun 2002, Pasal 28B ayat (2).
18 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011), h. 1.
19 M. Muchsin Alfahrasi Nur, Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara pada 14
Maret 2025.
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buruk serta kurangnya pengawasan dari orangtua. Anak yang melakukan
penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli
kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “Anak
Nakal” atau dengan istilah “Juvenille Deliquency”. Dengan istilah tersebut
terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan penjahat
(criminal).?0

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini
melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan
dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana.?! Anak yang Berhadapan dengan
Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.?? Anak
yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.??

M. Muchsin Alfahrasi Nur mengatakan bahwa dalam hal penyelesaian
perkara Anak, tidak semua hakim yang boleh menyidangkan perkara pidana
anak, hanya Hakim Anak yang sertifikasi “Hakim Anak”, kecuali jika tidak

ada Hakim Anak boleh menunjuk Hakim lain untuk menyidangkan perkara

20 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di In donesia dan Instrumen Internasional
Perlindungan Anak serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 13

21 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 1 ayat
1)

2
®)

22 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 1 ayat

2 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 1 ayat
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pidana anak?*. Putusan perkara anak oleh Non Hakim Anak dapat batal demi
hukum. Hal ini sejalan dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2)
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa syarat hakim yang

ditetapkan dalam penyelesaian perkara Anak meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan
umum.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.

3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Kasus yang terdata di Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dalam
penyelesaian perkara Anak, bahwa Hakim Anak mengupayakan
penyelesaian perkara-perkara Anak secara diversi. Dalam Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah penyelesaian perkara anak dari
proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.?® Berdasarkan
penelitian yang dilakukan secara wawancara dengan Bapak M. Muchsin
Alfahrasi Nur Selaku Hakim Pengadilan Negeri Bireuen mengatakan bahwa,
Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam penyelesaian perkara anak
dengan cara Hakim Anak berusaha membuka hati antara pihak korban dan
pihak anak pelaku agar bisa menyelesaikan perkara dengan musyawarah
perdamaian/diversi, sebagaimana hal ini sejalan dengan Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak, “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama

7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim” (Pasal

24 M. Muchsin Alfahrasi Nur, Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara pada 14
Maret 2025.
% Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 1 ayat

)
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52 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012).
Diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari).26

Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melaksanakan
program diversi dalam sistem peradilan pidana anak, beranjak pada tujuan
yang lebih menekankan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana
anak serta sebagai upaya untuk menghindari efek-efek negatif sistem
peradilan pidana anak.”” Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara

Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
Pengadilan Negeri Bireuen, musyawarah Diversi dilaksanakan di Pengadilan
Negeri Bireuen bertempat di ruang khusus Diversi Anak yang di pimpin oleh
Hakim anak yang dalam melakukan tugasnya Hakim Anak dibantu oleh
seorang panitera pengganti serta Penuntut Umum juga sebagai fasilitator.
Pembimbing kemasyarakatan juga sebagai mediator dan pendampingan
diversi dalam penanganan perkara anak. Kemudian musyawarah diversi
dihadiri oleh Anak dan/atau Orangtua/Wali, Korban dan/atau
Orangtua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Ketentuan pihak-pihak
yang terlibat dalam melaksanakan Diversi sebagaimana tercantum dalam
Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012.

Pengadilan Negeri Bireuen, musyawarah Diversi dilaksanakan di
Pengadilan Negeri Bireuen bertempat di ruang khusus Diversi Anak yang di

pimpin oleh Hakim anak yang dalam melakukan tugasnya Hakim Anak

26 M. Muchsin Alfahrasi Nur, Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara pada 14
Maret 2025.
27 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011), H. 140
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dibantu oleh seorang panitera pengganti serta Penuntut Umum juga sebagai
fasilitator. Pembimbing kemaasyarakatan juga sebagai mediator dan
pendampingan diversi dalam penanganan perkara anak. Kemudian
musyawarah diversi dihadiri oleh Anak dan/atau Orangtua/Wali, Korban
dan/atau Orangtua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Ketentuan
pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan Diversi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak Tahun 2012.

Data yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kota Bireuen terdapat
jumlah yang banyak mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum
melakukan tindak pidana terhitung pada Tahun 2021 hingga 2025. Jumlah
data Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebanyak 19 perkara, akan tetapi
hanya sebagian yang dapat dijumpai sebuah keberhasilan diversi dalam
penyelesaian kasus perkara anak tersebut.

Tahapan diversi berdasar Undang-Undang Ssitem Peradilan Pidana,
baik tahapan penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan,
selalu melibatkan Hakim, selanjutnya disebut sebagai Hakim Anak. Dalam
hal penyelesaian perkara Anak, tidak semua hakim yang boleh menyidangkan
perkara pidana anak, hanya Hakim Anak yang sertifikasi “Hakim Anak”,
kecuali jika tidak ada Hakim Anak boleh menunjuk Hakim lain untuk
menyidangkan perkara pidana anak. Serta Penuntut Umum Anak juga Jaksa
Anak yang telah sertifikasi “Jaksa Anak”.?® Namun, pada Balai
Pemasyarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan dan
Dinas Sosial melalui peran Pekerja Sosial (Peksos) tidak memakai Sertifikasi

Anak, karena kewenangan diberikan langsung dalam Undang- Undang

28 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 138.
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Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga keseluruhan anggota Balai
Pemasyarakatan dan Pekerja Sosial wajib menyelesaikan perkara Anak.
Sertifikasi Hakim Anak dilakukan dengan Pelatihan Diklat Sistem
Peradilan Pidana Anak selama 3 (tiga) minggu untuk mendapatkan sertifikasi
“Hakim Anak”. Menurutnya syarat sebagai Hakim Anak ialah Hakim yang
memiliki perhatian terhadap permasalahan anak. Hakim Anak juga bisa
menyidangkan perkara pidana umum namun lebih dikhususkan pada
perkara pidana khusus anak. Persoalan perkara pidana Anak diselesaikan
secara diversi dalam aturan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahum 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut keefekivitas hukum di
Pengadilan Negeri Bireuen, Penulis menguraikan bahwa diversi adalah suatu
tindakan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
ke luar proses peradilan pidana. Efektivitas hukum adalah tindakan atau
realita hukum dapat berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu
biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur tindakan atau
perilaku tertentu sehingga tujuannya sampai atau tidak. Adanya
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan kemudian munculnya
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SSPA). Undang-undang
ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana

diluar pengadilan melalui diversi.

2. Efektifitas penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan
hukum di wilayah Kabupaten Bireuen.

Efektivitas diversi di pengadilan negeri, khususnya dalam sistem
peradilan pidana anak, masih menjadi isu yang kompleks. Meskipun diversi

(pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana)
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bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, penerapannya di pengadilan
negeri seringkali menghadapi berbagai kendala?. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa diversi belum sepenuhnya efektif karena berbagai
faktor, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kendala
teknis dalam pelaksanaan, dan adanya perbedaan persepsi antara berbagai
pihak terkait dan sebagainya.

Efektifitas diversi ini juga dapat dilihat dari berbagai pandangan
seperti misalnya dalam hal berkurangnya perkara anak yang berhadapan
dengan hukum. Dengan berkurangnya anak yang berperkara dan berhadapan
dengan hukum, maka diversi itu dapat dikatakan cukup berhasil karna dapat
mengurangi tingkat perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Namun
setiap daerah atau wilayah pastinya memiliki hasil yang berbeda-beda dan
tidak mungkin hasilnya sama semua di setiap Pengadilan Negeri, oleh karena
itu penulis mengambil sampel di kawasan kabupaten Bireuen yaitu di
Pengadilan Negeri Bireuen.

Adapun data penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan
hukum melalui diversi seperti yang sudah di terapkan pada BAB IV poin A
diatas dapat dilihat bahwa tidak semua perkara anak yang berhadapan
dengan hukum bisa berhasil dilakukan diversi, namun ada juga yang gagal
dengan berbagai alasan. Salah satu alasan kegagalan diversi tersebut yaitu
karna salah satu pihak tidak setuju ataupun merasa keberatan untuk
berdamai. Dengan gagalnya diversi di Pengadilan tersebut maka perkara
tersebut harus dilanjutkan proses hukumnya sesuai yang dikatakan oleh M.

Muchsin Alfahrasi Nur selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Bireuen

2 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di In donesia dan Instrumen Internasional
Perlindungan Anak serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 177
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sewaktu melakukan wawancara dengan penulis.?? Salah satu perkara yang
dapat diambil yaitu perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bir. Dalam
perkara yang terjadi pada tahun 2022 ini sebuah diversi berhasil dijalankan
dengan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan secara kekeluargaan
dengan cara musyawarah Diversi di Pengadilan Negeri Bireuen.

Dalam perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bir. ini dijelaskan
bahwa pihak I telah melakukan pencurian sepeda motor terhadap pihak II
yang dimana pihak II merasa sangat dirugikan. Dengan demikian pihak II
menyetujui perdamaian dengan syarat pihak I bersedia mengganti kerugian
sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) yang akan
diserahkan pada saat penandatanganan perjanjian ini secara langsung dan
tunai sesuai yang tertulis pada Pasal 4 dalam penetapan perkara Nomor :
2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bir. dan setiap kesepakatan yang telah ditentukan
ini tidak boleh adanya keterpaksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak
manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah terpenuhi dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga
beralasan untuk dikabulkan. Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat
5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun ketetapan yang dihasilkan pada perkara ini terdapat 5 (lima) poin,
yaitu :

. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim,

30 M. Muchsin Alfahrasi Nur, Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara pada 14
Maret 2025.
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. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;

. Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian

pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/
sepenuhnya;

Memerintahkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Supra, merk Honda, Model Solo, warna hitam,

Nopol BL 6451 ZW, nomor mesin JB91E2600618, nomor rangka
MH1]B129BK609608;

b) 1 (satu) Unit Kunci kontak.

Dikembalikan kepada orang tua Ramadhan Dani

a) 1 (satu) unit HP Xiaomi 6 A warna Gold;

b)1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Xiaomi Redmi 6A. Dikembalikan

5.

kepada korban Aklimawati.

Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada
Penyidik Anak/ Penuntut Umum/ Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan,
Anak/ Orang Tua, Korban dan para saksi.

Dari perkara tersebut dapat ditarik pemahaman bahwasanya anak
merupakan salah satu aset bangsa yang harus dilindungi oleh hukum, apabila
perkara yang dilakukan masih tidak dapat dimaafkan oleh pihak korban.
Maka Diversi ini merupakan satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi
tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak, dengan syarat anak yang
melakukan kejahatan tersebut memiliki efek jera sehingga tidak melakukan
kejahatan-kejahatan yang lain atau bahkan melakukan perkara lain yang lebih
berbahaya lagi. Seperti yang dijelasakan oleh juga oleh Muntasar sebagai
Kepala Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Bireuen bahwa dalam
penyelesaian perkara anak memang harus dilakukan diversi terlepas dari

berhasil atau gagalnya diversi tersebut dikemudian hari, karena anak masih
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memerlukan bimbingan dari semua pihak baik bimbingan dari orang tua
maupun aparat penegak hukum, dengan memberikan pemahaman
pemahaman kepada anak yang melakukan kejahatan tersebut, maka
setidaknya ada pencegahan anak untuk melakukan kejahatan kejahatan yang
lain dengan demikian hal itu dapat berguna untuk mengurangi perkara-
perkara yang dilakukan oleh anak.3!

Berdasarkan dari beberapa perkara yang terjadi dari tahun 2021 hingga
2025 dapat dilihat bahwa kasus pencurian merupakan salah satu yang paling
sering terulang, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor kemungkinan
yaitu kurangnya pengawasan atau bimbingan dari orang tua yang bisa terjadi
pada saat anak mengakses jejaring sosial atau social media, bahayanya
pergaulan dikalangan lingkungan anak sekarang yang juga mungkin
terpengaruh dari orang yang lebih dewasa dalam melakukan kejahatan, dan
juga salah satu faktor yang penting yaitu kurangnya iman yang tertanam
didalam diri anak tersebut yang dapat menggoyahkan anak untuk melakukan
kejahatan kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang dewasa
bahkan terlebih dilakukan oleh anak. Oleh karena itu maka perlunya
bimbingan yang ekstra dari banyak pihak agar anak sebagai penerus bangsa
ini tidak terjerumus kedalam hal hal yang dapat merugikan dirinya sendiri

maupun orang lain hari kelak.

D. KESIMPULAN
1. Mekanisme penerapan diversi berdasarkan Undang-Undang sistem

Peradilan Pidana, baik tahapan penyidikan, tahap penuntutan,

maupun tahap pemeriksaan, selalu melibatkan Hakim, selanjutnya

31 Muntasar, Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bireuen, Wawancara
pada 13 Maret 2025.
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disebut sebagai Hakim Anak. Dalam hal penyelesaian perkara Anak,
tidak semua hakim yang boleh menyidangkan perkara pidana anak,
hanya Hakim Anak yang sertifikasi “Hakim Anak”, kecuali jika tidak
ada Hakim Anak boleh menunjuk Hakim lain untuk menyidangkan
perkara pidana anak. Serta Penuntut Umum Anak juga Jaksa Anak
yang telah sertifikasi “Jaksa Anak”. Namun, pada Balai
Pemasyarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan
dan Dinas Sosial melalui peran Pekerja Sosial (Peksos) tidak memakai
Sertifikasi Anak, karena kewenangan diberikan langsung dalam
Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga keseluruhan
anggota Balai Pemasyarakatan dan Pekerja Sosial wajib menyelesaikan

perkara Anak.

2. Anak merupakan salah satu aset bangsa yang harus dilindungi oleh
hukum, apabila perkara yang dilakukan masih tidak dapat dimaafkan
oleh pihak korban. Maka Diversi ini dapat disimpulkan merupakan
satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan yang
dilakukan oleh anak, dengan syarat anak yang melakukan kejahatan
tersebut memiliki efek jera sehingga tidak melakukan kejahatan-
kejahatan yang lain atau bahkan melakukan perkara lain yang lebih
berbahaya lagi. Dari beberapa perkara yang terjadi dari tahun 2021
hingga 2025 dapat dilihat bahwa kasus pencurian merupakan salah
satu yang paling sering terulang, hal tersebut terjadi karena beberapa
faktor kemungkinan yaitu kurangnya pengawasan atau bimbingan
dari orang tua yang bisa terjadi pada saat anak mengakses jejaring
sosial atau social media, bahayanya pergaulan dikalangan lingkungan

anak sekarang yang juga mungkin terpengaruh dari orang yang lebih
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dewasa dalam melakukan kejahatan, dan juga salah satu faktor yang
penting yaitu kurangnya iman yang tertanam didalam diri anak
tersebut yang dapat menggoyahkan anak untuk melakukan kejahatan
kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang dewasa bahkan
terlebih dilakukan oleh anak. Oleh karena itu maka perlunya
bimbingan yang ekstra dari banyak pihak agar anak sebagai penerus
bangsa ini tidak terjerumus kedalam hal hal yang dapat merugikan

dirinya sendiri maupun orang lain hari kelak.
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